NOTULEN RAPAT
KELOMPOK III

MONITORING, PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.  Hal-hal yang perlu dibahas/dimuat dalam PP tentang Telekomunikasi

1. Proses kerja sama antara Balai Monitor, Loka Monitor dan Satker Monitor selaku penegak, dimana Balai Monitor dengan Satker tersebut terletak di Wilayah Hukum yang berbeda.

2. Dalam pemberian izin frekuensi agar dilakukan monitoring frekuensi terlebih dahulu, untuk itu para calon operator agar dapat memanfaatkan Balai Monitor secar optimal

3. Tata cara pencabutan izin frekuensi yang telah diberikan (termasuk/terutama terhadap operator Penyelenggara jasa telekomunikasi

4. Agar Hak dan Kewajiban Balai Monitor dicantumkan dalam RPP

5. Tata cara penggantian kerugian konsumen pelanggan suatu operator pengguna frekuensi yang dicabut izinnya

6. Tata cara penggantian perangkat radio yang terkena realokasi

7. Tata cara penanganan gangguan frekuensi di wilayah perbatasan negara

8. Tata cara penggunaan BHP Frekuensi untuk kegiatan monitoring.

9. Dengan adanya otonomi daerah, Penataan frekuensi radio tetap menjadi Kewenangan DJ Postel

10. Pentarifan USO dan pemanfaatannya

11. Pembentukan Law Enforcement Advising Committe 

B.  Rumusan RPP hendaknya dibahas lagi dalam forum semacam ini.
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· Proses perizinan tidak memungkinkan di desentralisasikan

· Bagaimana cara kepala satker dapat bekerja sama secara baik dengan penegak hukum di daerah.

· Agar memanfaatkan stasiun monitoring sebelum menggunakan frekuensi radio agar dalam operasional tidak mengalami gangguan

· Penghentian penggunaan frekuensi secara otomatis berarti frekuensi tersebut dikembalikan ke pemerintah.

· Bagaimana prosedur pengembalian frekuensi yang sudah dikembalikan ke Pemerintah.

· Tidak ada wajib lapor jika frekuensi tidak digunakan lagi.

· RPP yang sudah dibuat belum mencantunkan Law Enforcement

· Hak dan Kewajiban Balai belum ada

· Peraturan harus disosialisasikan berikut tabel alokasi

· RPP belum secara spesific menetukan siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan frekuensi (masih disebutkan “menteri”)

· Penghentian Operasi Operator public jika harus dihentikan, siapa yang mengganti kepentingan konsumen

Alokasi frekuensi relokasi, siapa yang mengganti eksisting

· Bagaimana pengaturan frekuensi di daerah perbatasan

· Jika ada gangguan dari pengguna lain yang berupa harmonisa, bagaimana mengatasinya

Penanganan gangguan frekuensi di daerah apakah melalui daerah atau pusat

Apakah ada koordianasi dengan Bea Cukai terhadap perangkat yang masuk

Saran agar perangkat monitoring dapat memonitor semua penggunaan frekuensi radio

· Bagaimana upaya DJ Postel dalam menangani gangguan (...PPNS)

· Proses peradilan terhadap penggunan frekuensi ilegal.

· Jawab : Agar PP ini mencantumkan akibat penggunaan frekuensi

· Proses barang sitaan dapat mencapai 2 th.

· Sangsi yang diberikan hakim sangat ringan ( 3 bulan)

· Jawab : Dalam UU hanya mencantumkan Sanksi Maksimum.

· Jika ada lembaga pemegang frekuensi (payung) untuk merekomenasikan alkom apa yang cocok untuk digunakan di Polri, TNI atau swasta agar memudahkan pemeliharaan dan pengintegrasian perangkat yang di adakan 10 th kemudian.

· Bagaimana melakukan lawenforcement terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi agar mayarakat pengguna jasa tersebut tidak dirugikan

